
BAWASLU 
BAO AH PEHGAWAS PEMILIHAN UMUM 

PROVINS! SULAWESI TENGAH 

JI. Sungai Moutong No. 8 Palu 

Email: lnfo@sulteng.bawaslu.go.id 

Laman www.sultenq.bawaslu.go.id [ASLI] 

Jakarta, 16 Januari 2025 

Hal Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Perkara 

Nomor 284/PHPU.GUB-XXlll/2025 yang dimohonkan oleh 

Pasangan Galon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah 

Nomor Urut 01 

Kepada DITERIMA DARI : .��t)'.\\'! ............ 

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI 

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 

Jakarta Pusat 

No .. ?;��- /PHPU.GUB .. : .. �\\' ..... /20.);'L. 

Hari O-� \')\)

Tanggal: 
'). J- �ci.Y'\Jori 

Jam I) ·SL\
Dengan hormat, Bersama ini kami: 

VJ\� 

1. Nama

Jabatan

Alamat Kantor 

2. Nama

Jabatan

Alamat Kantor 

3. Nama

Nasrun, S.Pd.l., M.A.P 

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Provinsi Sulawesi Tengah 

JI. S. Moutong, No.8, Ujuna, Kota Palu 

nomor telepon kantor 081244 76820 

email lnfo@sulteng.bawaslu.go.id 

Muh. Rasyidi Bakry, S.H., LL.M. 

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Provinsi Sulawesi Tengah 

JI. S. Moutong, No.8, Ujuna, Kota Palu 

nomor telepon kantor 081244 76820 

email lnfo@sulteng.bawaslu.go.id 

Ivan Yudharta, S.Sos 

J.O'J.� 
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Jabatan 

Alamat Kantor 

4. Nama

Jabatan

Alamat Kantor 

5. Nama

Jabatan

Alamat Kantor 

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Provinsi Sulawesi Tengah 

JI. S. Moutong, No.8, Ujuna, Kota Palu 

nomor telepon kantor 081244 76820 

email lnfo@sulteng.bawaslu.go.id 

Fadlan, S.H., M.H 

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Provinsi Sulawesi Tengah 

JI. S. Moutong, No.8, Ujuna, Kata Palu 

nomor telepon kantor 081244 76820 

email lnfo@sulteng.bawaslu.go.id 

Dewi Tisnawaty, S.H., M.H 

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Provinsi Sulawesi Tengah 

JI. S. Moutong, No.8, Ujuna, Kota Palu 

nomor telepon kantor 081244 76820 

email lnfo@sulteng.bawaslu.go.id 

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi berdasarkan 

surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan 

dalam Perkara Nomor 284/PHPU.GUB/XX.III/2025 yang dimohonkan oleh 

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah 

Nomor Urut 01, sebagai berikut: 

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait perolehan suara hasil 

rekapitulasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah 

Tahun 2024 (pada angka 1 dan 2 halaman 9). Terhadap dalil Pemohon 

tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah: 

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok

Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan a quo, tidak terdapat

laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan

sengketa pemilihan.
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B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang

dimohonkan.

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan pencegahan

dengan menerbitkan Surat Nomor 271/PM.00.01/K.ST/11/2024

tanggal 28 November 2024 Perihal lmbauan, yang pada pokoknya

KPU Provinsi Sulawesi Tengah harus melaksanakan Rekapitulasi

Perolehan Suara sesuai dengan peraturan perundang - undangan

yang berlaku. [vide Bukti PK.28-1]

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi

Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan

Nomor 053/LHP/PM.01.01/Xll/2024 tanggal 12 Desember 2024,

yang pada pokoknya hasil rekapitulasi Penghitungan Perolehan

Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 Desember 2024,

tercantum pada tabel di bawah. Selain itu, juga dilaporkan bahwa

saksi pasangan calon Nomor urut 1, tidak bertandatangan dalam

formulir Model D. Hasil Prov-KWK-Gubernur perolehan suara Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 (vide

Bukti PK.28-2]:

Nomor 
Nama Pasangan Calon Perolehan Suara 

Urut 

Ahmad H M. Ali dan Abdul 

1. 
621.693 

Karim Al Jufri 

Dr. Anwar Hafid, S.Sos., M.Si 

2. dan Reny A Lamadjido, 724.518 

Sp.PK., M.Kes. 

3. 
H. Rudy Mastura dan

263.950 
Sulaiman Agusto
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Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran Pasal 

71 ayat (2} UU 10/16 berupa penggantian pejabat di lingkungan Provinsi 

Sulawesi Tengah tanpa persetujuan Menteri yang dilakukan oleh Calon 

Gubernur Petahana Nomor Urut 3 pada masa, dengan cara, dan untuk 

tujuan yang dilarang dan bertentangan dengan undang - undang (pada 

angka 3 huruf A, halaman 1 O s.d 18}. Terhadap dalil Pemohon tersebut, 

berikut keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah: 

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok

Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan

dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan

Nomor 01/REG/LP/PG/PROV/26.00/IX/2024 tanggal 25 September

2024 [vide Bukti PK.28-3). Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu

Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status

Laporan tanggal 02 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan

laporan tidak ditindaklanjuti karena Laporan a quo, tidak memenuhi

unsur - unsur pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.28-4]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang

dimohonkan.

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan pencegahan

dengan menerbitkan Surat Nomor 69/PM.00.01/K.ST/03/2024

tanggal 23 Maret 2024 Perihal lmbauan, yang pada pokoknya

mengimbau kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah untuk tidak

melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal

penetapan pasangan calon Uadwal awal dan akhir pada hari Minggu,

22 September 2024) sampai dengan akhir masa jabatan kecuali

mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, terhitung

sejak tanggal 22 Maret 2024 [vide Bukti PK.28-5]

2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi

Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan

Nomor 054/LHP/PM.01.01/Xll/2024 tanggal 22 September 2024

yang pada pokoknya KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan

Pasangan Galon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah

Tahun 2024 melalui rapat pleno tertutup tanggal 22 September 2024

berdasarkan Serita Acara Penetapan Galon Gubernur dan Wakil
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Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 268 [vide Bukti 

PK.28-6) 

3. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan

dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan

Nomor 01/REG/LP/PG/Prov/26.00/IX/2024 [vide Bukti PK.28-3),

yang pada pokoknya dinyatakan Tidak Ditindaklanjuti [vide Bukti

PK.28-4)

3.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyusun Kajian Awai

Nomor 01/PL/PG/PROV/26.00/IX/2024 tanggal 26 September

2024 yang pada pokoknya laporan diregistrasi karena telah

memenuhi syarat formal dan materil [vide Bukti PK.28-7).

3.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Kajian Dugaan

Pelanggaran Nomor 01 /Reg/LP/PG/Prov/26.00/IX/2024

tanggal 02 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan

laporan tidak dapat diproses lebih lanjut, karena tidak terbukti

sebagai pelanggaran administrasi pemilihan. Berdasarkan

hasil kajian terkait dengan penggantian jabatan yang

dilakukan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 22

Maret 2024, ditemukan fakta berikut:

- Belum terbit SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas)

- Pelantikan dibatalkan tanggal 5 April 2024, dan

- Telah dilakukan pelantikan kembali tanggal 29 April 2024

setelah mendapat izin dari Kementrian Dalam Negeri.

Bahwa dalam pertimbangan PTTU N Makassar Nomor 

2/G/PILKADA/2020/PTTUN.Mks "Bahwa menurut majelis 

hakim, meskipun tindak lanjut dari surat Keputusan 

pengangkatan jabatan tersebut telah dilakukan pelantikan 

pejabat, namun karena tidak ditindaklanjuti dengan 

pelaksanaan tugas dan menduduki jabatan oleh pejabat yang 

baru (belum ada surat pernyataan melaksanakan tugas dan 

menduduki jabatan}, sebagaimana ditentukan dalam Perka 

BKN Nomor 7 Tahun 2017 mengenai tata cara permintaan 

pemberian tunjangan jabatan struktural, sehingga keputusan 

terkait pengangkatan pejabat tersebut belumlah bersifat final 

dan mengikat, belum menimbulkan akibat hukum, berupa hak 

dan kewajiban kepada pejabat yang bersangkutan" 

"menimbang, bahwa oleh karena Keputusan pengangkatan 
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jabatan pejabat tersebut belum bersifat final dan menimbulkan 

akibat hukum, dan juga telah dikeluarkan surat keputusan 

pembatalan pengangkatan pejabat tersebut, maka menurut 

hukum dianggap tidak pernah ada penggantian pejabat (not 

exist). 

In Casu dalam pergantian pejabat yang dilakukan Rusdy 

Mastura pada tanggal 22 Maret 2024 belum terbit Surat 

Perintah Melaksanakan Tugas dan telah dibatalkan [vide 

Bukti PK.28-8] 

3.3. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan 

Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 02 Oktober 2024 

yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak 

ditindaklanjuti karena laporan yang diberikan tidak memenuhi 

unsur - unsur pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.28-4] 
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Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran Pasal 

71 ayat (2) UU 10/16 berupa penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah 

Kota Palu, Provinsi Sulawe·si Tengah tanpa persetujuan Menteri yang 

dilakukan oleh calon Wakil Gubernur nomor urut 2, yang masih menjabat 

sebagai Wakil Walikota Palu (pada angka 3 huruf B halaman 18 s.d 31 ). 

Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi 

Sulawesi Tengah: 

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok

Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan

dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan

Nomor 02/Reg/LP/PG/Prov/26.00/IX/2024 tanggal 27 September

2024 [vide Bukti PK.28-9], Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu

Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status

Laporan tanggal 02 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan

laporan tidak ditindaklanjuti karena Laporan a quo tidak memenuhi

unsur - unsur pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.28-1 O]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang

dimohonkan.

1 . Bahwa Bawaslu Kota Palu telah melakukan pencegahan dengan

menerbitkan Surat Nomor 070/PM .00.02/K.ST-11 /03/2024 tanggal 

23 Maret 2024 perihal lmbauan, yang pada pokoknya menghimbau 

kepada Bapak Wali Kota Palu untuk tidak melakukan penggantian 

pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon 

kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri; 

[vide Bukti PK.28-11]. 

2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi

Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan

Nomor 054/LHP/PM.01.01/Xll/2024 tanggal 22 September 2024

yang pada pokoknya KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan

Pasangan Galon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah

Tahun 2024 melalui rapat pleno tertutup tanggal 22 September 2024

berdasarkan Serita Acara Penetapan Galon Gubernur dan Wakil

Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 268 [vide Bukti

PK.28-6].
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3. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan

dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan

Nomor 02/REG/LP/PG/Prov/26.00/IX/2024 tanggal 27 September

2024, [vide Bukti PK.28-9] yang pada pokoknya dinyatakan tidak

ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur - unsur pelanggaran

Pemilihan [vide Bukti PK.28-10]

3.1 . Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan

pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti

Penyampaian Laporan Nomor 002/PL/PG/Prov/26.00/IX/2024

tanggal 25 September 2024 [vide Bukti PK.28-12]

3.2. 

3.3. 

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Kajian Awai

Nomor 02/PL/PG/PROV/26.00/IX/2024 tanggal 26 September

2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak

memenuhi syarat formal dan materil [vide Bukti PK.28-13].

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan surat

Pemberitahuan Kelengkapan La po ran Nomor

197/PP.01.01/K.ST/09/2024 tanggal 27 September 2024 yang

pada pokoknya menyampaikan untuk melengkapi kekurangan

laporan [vide Bukti PK.28-14)

3.4. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima perbaikan

laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda

Teri ma Perbaikan Laporan Nomor

002/PL/PG/Prov/26.00/IX/2024 tanggal 27 September 2024

[vide Bukti PK.28-9];

3.4. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyusun Kajian Awai

Nomor 02/PL/PG/PROV/26.00/IX/2024 tanggal 27 September

2024 terhadap laporan yang telah diperbaiki, yang pada

pokoknya menyatakan laporan diregistrasi karena telah

memenuhi syarat formal dan materil [vide Bukti PK.28-15);

3.5. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Kajian Dugaan

Pelanggaran Nomor 02/REG/LP/PG/PROV/26.00/IX/2024

tanggal 02 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan

tidak dapat diproses lebih lanjut, karena tidak terbukti

pelanggaran administrasi pemilihan. Berdasarkan hasil kajian

terkait dengan penggantian jabatan yang dilakukan oleh Wakil

Walikota Palu tanggal 22 Maret 2024, ditemukan fakta berikut:

- Belum terbit SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas)
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- Pelantikan dibatalkan tanggal 5 April 2024, dan

- Telah dilakukan pelantikan kembali tanggal 29 April 2024

setelah mend a pat izin dari Kementrian Dal am Negeri.

Bahwa dalam pertimbangan PT TU N Makassar Nomor 

2/G/PILKADA/2020/PT TUN.Mks "Bahwa menurut majelis 

hakim, meskipun tindak lanjut dari surat Keputusan 

pengangkatan jabatan tersebut telah dilakukan pelantikan 

pejabat, namun karena tidak ditindaklanjuti dengan 

pelaksanaan tugas dan menduduki jabatan oleh pejabat yang 

baru (belum ada surat pernyataan melaksanakan tugas dan 

menduduki jabatan), sebagaimana ditentukan dalam Perka 

BKN Nomor 7 Tahun 2017 mengenai tata cara permintaan 

pemberian tunjangan jabatan struktural, sehingga keputusan 

terkait pengangkatan pejabat tersebut belumlah bersifat final 

dan mengikat, belum menimbulkan akibat hukum, berupa hak 

dan kewajiban kepada pejabat yang bersangkutan" 

"menimbang, bahwa oleh karena Keputusan pengangkatan 

jabatan pejabat tersebut belum bersifat final dan menimbulkan 

akibat hukum, dan juga telah dikeluarkan surat keputusan 

pembatalan pengangkatan pejabat tersebut, maka menurut 

hukum dianggap tidak pernah ada penggantian pejabat (not 

exist). 

In Casu dalam pergantian pejabat yang dilakukan Renny 

Lamadjido pada tanggal 22 Maret 2024 belum terbit Surat 

Perintah Melaksanakan Tugas dan telah dibatalkan [vide 

Bukti PK.28-16]; 

3.6. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan 

Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 02 Oktober 2024 

yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak 

ditindaklanjuti karena laporan yang diberikan tidak memenuhi 

unsur - unsur pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.28-1 O]. 
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Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran 

administratif yang dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan terhalang 

dan hilangnya hak konstitusional warga negara dalam memberikan suara 

dalam Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah 

(pada angka 3 huruf C, halaman 32 s.d 124 ). Terhadap dalil Pemohon 

tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah: 

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok

Permohonan.

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan

pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor

09/Reg/LP/PG/Prov/26.00/Xll/2024 tanggal 8 Desember 2024 [vide

Bukti PK.28-17). Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan

rekomendasi Nomor 102/PP.01 .01/K.ST/12/2024 pada tanggal 10

Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan a quo,

sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan

merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk

menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku [vide Bukti PK.28-18). Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Provinsi Sulawesi

Tengah yang pada pokoknya KPU Provinsi Sulawesi Tengah

menyusun telaah hukum dan menyatakan bahwa para Terlapor tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran

Administrasi Pemilihan Tahun 2024 [vide Bukti PK.28-19].

2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan

dugaan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

2.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan

dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 

berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1. 25/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

2. 28/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

[vide Bukti PK.28-20)

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi 

T engah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 

Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di 

atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti 

sebagai pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.28-21]; 
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2.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan 

dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 

berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 22/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

2) 23/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

3) 24/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

4) 26/P L/PG/Prov /26. 00/XI 1/2024

5) 27/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

6) 29/P L/PG/Prov/26. 00/XI 1/2024

7) 31/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

[vide Bukti PK.28-22]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi 

Tengah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 

Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di 

atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat 

formal dan/atau materil Laporan [vide Bukti PK.28-23]. 

2.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan 

dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 

berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 37/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

2) 38/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

[vide Bukti PK.28-24]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi 

Tengah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 

Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan Laporan 

diatas tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti 

sebagai pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.28-25]. 

2.4. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan 

dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti 

Penyampaian Laporan Nomor 44/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024 

tanggal 3 Desember 2024 [vide Bukti PK.28-26]. T erhadap 

Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah 

menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 

Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan a 

quo tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat 

formal dan/atau materil pelaporan [vide Bukti PK.28-27]. 

2.5. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan 
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-

dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 

berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 30/PUPG/Prov/26. 00/XI 1/2024

2) 32/PUPG/Prov/26.00/XI 1/2024

3) 33/PUPG/Prov/26.00/Xll/2024

4) 34/PUPG/Prov/26. 00/XI 1/2024

5) 36/PUPG/Prov/26.00/Xll/2024

6) 39/PUPG/Prov/26.00/XI 1/2024

7) 40/PUPG/Prov/26.00/Xll/2024

8) 41/PUPG/Prov/26.00/Xll/2024

9) 42/PUPG/Prov/26.00/Xll/2024

10)43/PUPG/Prov/26.00/Xll/2024

11 )45/PUPG/Prov/26.00/Xll/2024 

[vide Bukti PK.28-28) 

Terhadap laporan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi 

Tengah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 

Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di 

atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat 

formal dan/atau materil [vide Bukti PK.28-29). 

2.6. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan 

dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti 

Penyampaian Laporan Nomor 46/PUPG/Prov/26.00/Xll/2024 

tanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti PK.28-30]. T erhadap 

Laporan tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah 

menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 

Desember 2024, yang pada pokoknya laporan a quo tidak 

ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal 

dan/atau materil pelaporan [vide Bukti PK.28-31). 

2.7. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan 

dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 

berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 48/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

2) 49/PUPG/Prov/26.00/Xll/2024

3) 50/PUPG/Prov/26.00/Xll/2024

[vide Bukti PK.28-32]

Terhadap laporan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi 

T engah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 
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Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di 

atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti 

sebagai pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.28-33]. 

2.8. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan 

dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 

dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 51/PUPG/Prov/26.00/Xll/2024

2) 53/PUPG/Prov/26.00/Xll/2024

3) 58/PUPG/Prov/26.00/Xll/2024

4) 59/PUPG/Prov/26.00/Xll/2024

5) 60/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

6) 62/PUPG/Prov/26.00/Xll/2024

[vide Bukti PK.28-34]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi 

Tengah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 

Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan 

diatas tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti 

sebagai pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.28-35]. 

2.9. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan 

dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti 

Penyampaian Laporan Nomor 47/PUPG/Prov/26.00/Xll/2024 

tanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti PK.28-36]. T erhadap 

Laporan tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah 

menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 

Desember 2024, yang pada pokoknya laporan a quo tidak 

ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal 

dan/atau materil [vide Bukti PK.28-37]. 

2.10. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan 

dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 

berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 75/PUPG/Prov/26.00/Xll/2024

2) 78/PUPG/Prov/26.00/Xll/2024

[vide Bukti PK.28-38]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi 

Tengah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 

Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di 

atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti 
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sebagai pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.28-39]. 

2.11. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan 

dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 

berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 52/PUPG/Prov/26.00/Xll/2024

2) 54/PUPG/Prov/26.00/XI 1/2024

3) 55/PUPG/Prov/26.00/Xll/2024

4) 56/PL/PG/Prov/26.00/XI 1/2024

5) 57/PUPG/Prov/26.00/Xll/2024

6) 61/PUPG/Prov/26.00/Xll/2024

7) 63/PUPG/Prov/26.00/Xll/2024

[vide Bukti PK.28-40]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi 

Tengah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 

Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan a

quo tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat 

formal dan/atau materil [vide Bukti PK.28-41]. 

2.12. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan 

dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 

berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 64/PUPG/Prov/26.00/Xll/2024

2) 65/PUPG/Prov/26.00/Xll/2024

3) 66/PUPG/Prov/26.00/Xll/2024

4) 67/PUPG/Prov/26.00/Xll/2024

5) 68/PUPG/Prov/26.00/Xll/2024

6) 69/PUPG/Prov/26.00/Xll/2024

7) 70/PUPG/Prov/26.00/Xll/2024

8) 71/PUPG/Prov/26.00/Xll/2024

9) 72/PUPG/Prov/26.00/Xll/2024

10)73/PUPG/Prov/26.00/Xll/2024

11 )74/PUPG/Prov/26.00/Xll/2024 

12)76/PUPG/Prov/26.00/Xll/2024

[vide Bukti PK.28-42]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi 

Tengah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 

Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan 

diatas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi 
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syarat formal dan/atau materil [vide Bukti PK.28-43]. 

2.13. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan 

dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 5 Desember 2024 

berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 79/PUPG/Prov/26.00/Xll/2024

2) 771 PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

3) 80/PL/PG/Prov/26.00/XI 1/2024

4) 81 /PL/PG/Prov/26.00/XI 1/2024

5) 82/PL/PG/Prov/26. 00/XI 1/2024

6) 83/PL/PG/Prov/26. 00/XI 1/2024

[vide Bukti PK.28-44]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi 

Tengah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 

Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan 

diatas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi 

syarat formal dan/atau materil [vide Bukti PK.28-45]. 

2.14. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan 

dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti 

Penyampaian Laporan Nomor 89/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024 

tanggal 6 Desember 2024 [vide Bukti PK.28-46]. Terhadap 

laporan a quo, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan 

Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, 

yang pada pokoknya laporan a quo tidak ditindaklanjuti dengan 

alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil [vide 

Bukti PK.28-47]. 

2.15. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan 

dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 7 Desember 2024 

berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 90/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

2) 91 /PL/PG/Prov/26. 00/XI 1/2024

3) 92/PL/PG/Prov/26. 00/XI 1/2024

4) 93/PL/PG/Prov/26. 00/XI 1/2024

5) 94/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

6) 95/PL/PG/Prov/26. 00/XI 1/2024

[vide Bukti PK.28-48]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi 

Tengah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 
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Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan Laporan di 

atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat 

formal dan/atau materil [vide Bukti PK.28-49]. 

3. Bahwa Bawaslu Kata Palu menerima laporan dugaan pelanggaran

Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

3.1. Bahwa Bawaslu Kata Palu menerima laporan dugaan

pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Terima Laporan 

Nomor 004/PL/PW/Kota/26.01/Xl/2024 tanggal 30 November 

2024 [vide Bukti PK.28-50]. Terhadap Laporan a quo,

Bawaslu Kata Palu mengeluarkan Pemberitahuan Status 

Laporan tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya 

laporan tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan 

alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan [vide 

Bukti PK.28-51]. 

3.2. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan 

pelanggaran Pemilihan pada tanggal 1 Desember 2024 

berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 005/PL/PW/Kota/26.01/Xll/2024

2) 006/PL/PW/Kota/26.01/Xll/2024

3) 007/PL/PW/Kota/26.01/Xll/2024

4) 008/PL/PW/Kota/26.01/Xll/2024

5) 009/PL/PW/Kota/26.01/Xll/2024

[vide Bukti PK.28-52]

Terhadap laporan tersebut di atas, Bawaslu Kata Palu 

mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 

Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas 

tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak 

memenuhi syarat formal dan materil laporan [vide Bukti 

PK.28-53]. 

3.3. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan 

pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 

berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 01 0/PL/PW/Kota/26.01/Xll/2024

2) 011/PL/PW/Kota/26.01/Xll/2024

3) 012/PL/PW/Kota/26.01/Xll/2024

4) 013/PL/PW/Kota/26.01/Xll/2024
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5) 014/PUPW/Kota/26.01/Xll/2024

6) 015/PUPG/Kota/26.01/Xll/2024

7) 016/PL/PG/Kota/26.01/Xll/2024

8) 017/PUPG/Kota/26.01/Xll/2024

9) 018/PL/PG/Kota/26.01/Xll/2024

10) 019/PL/PG/Kota/26.01/Xll/2024

11) 020/PL/PG/Kota/26.01/Xll/2024

12) 021 /P L/PG/Kota/26.01 /XI 1/2024

13) 022/PL/PG/Kota/26.01/Xll/2024

14) 023/PL/PG/Kota/26.01 /XI 1/2024

15) 024/PL/PG/Kota/26.01/Xll/2024

16) 025/PL/PG/Kota/26.01/Xll/2024

17) 026/PL/PG/Kota/26.01/Xll/2024

18) 027/PL/PG/Kota/26.01/Xll/2024

[vide Bukti PK.28-54]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Kota Palu 

mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 

Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas 

tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak 

memenuhi syarat formal dan materil laporan [vide Bukti 

PK.28-55]. 

3.4. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan 

pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 

berdaasrkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 028/PL/PW/Kota/26.01/Xll/2024

2) 029/PL/PW/Kota/26.01/Xll/2024

[vide Bukti PK.28-56]

Terhadap laporan tersebut di atas, Bawaslu Kota Palu 

mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 

Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas 

tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak 

memenuhi syarat formal dan materil laporan [vide Bukti 

PK.28-55]. 

3.5. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan 

pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 

berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 030/PL/PG/Kota/26.01/Xll/2024
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2) 031 /PL/PG/Kota/26.01 /XI 1/2024

3) 032/PL/PG/Kota/26.01/Xll/2024

4) 033/PL/PG/Kota/26.01/Xll/2024

5) 034/PL/PW/Kota/26.01 /XI 1/2024

6) 035/PL/PG/Kota/26.01/Xll/2024

7) 036/PL/PW/Kota/26.01 /XI 1/2024

8) 037/PL/PW/Kota/26.01 /XI 1/2024

9) 038/PL/PG/Kota/26.01 /XI 1/2024

10) 039/PL/PG/Kota/26.01/Xll/2024

11) 040/PL/PW/Kota/26.01/Xll/2024

12) 041/PL/PG/Kota/26.01/Xll/2024

13) 042/PL/PG/Kota/26.01 /XI 1/2024

14) 043/PL/PW/Kota/26.01/Xll/2024

15) 044/PL/PW/Kota/26.01/Xll/2024

16) 045/PL/PW/Kota/26.01/Xll/2024

17) 046/PL/PG/Kota/26.01 /XI 1/2024

18) 047/PL/PG/Kota/26.01/Xll/2024

19) 048/PL/PG/Kota/26.01/Xll/2024

20) 049/PL/PW/Kota/26.01/Xll/2024

21) 050/PL/PG/Kota/26.01/Xll/2024

22) 051/PL/PG/Kota/26.01/Xll/2024

23) 052/PL/PW/Kota/26.01 /XI 1/2024

24) 053/PL/PG/Kota/26.01/Xll/2024

25) 054/PL/PW/Kota/26.01/Xll/2024

26) 055/PL/PW/Kota/26.01/Xll/2024

27) 056/PL/PW/Kota/26.01 /XI 1/2024

28) 057/PL/PW/Kota/26.01/Xll/2024

29) 058/PL/PW/Kota/26.01/Xll/2024

30) 059/PL/PW/Kota/26.01/Xll/2024

31) 060/PL/PW/Kota/26.01/Xll/2024

32) 061/PL/PG/Kota/26.01/Xll/2024

[vide Bukti PK.28-57]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Kota Palu 

mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 

Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas 

tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak 

memenuhi syarat formal dan materil laporan [vide Bukti 
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PK.28-58). 

3.6. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan 

pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 

berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 062/PL/PG/Kota/26.01/Xll/2024

2) 063/PL/PG/Kota/26.01 /XI 1/2024

3) 064/PL/PG/Kota/26.01/Xll/2024

4) 065/PL/PG/Kota/26.01 /XI 1/2024

5) 066/PL/PG/Kota/26.01/Xll/2024

6) 067/PL/PG/Kota/26.01/Xll/2024

7) 068/PL/PG/Kota/26.01/Xll/2024

8) 069/PL/PG/Kota/26.01/Xll/2024

9) 070/PL/PG/Kota/26.01 /XI 1/2024

10) 071/PL/PW/Kota/26.01/Xll/2024

11) 072/PL/PG/Kota/26.01/Xll/2024

12) 073/PL/PW/Kota/26.01 /XI 1/2024

13) 074/PL/PG/Kota/26.01/Xll/2024

14) 075/PL/PW/Kota/26.01/Xll/2024

15) 076/PL/PW/Kota/26.01/Xll/2024

[vide Bukti PK.28-59)

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Kota Palu 

mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 10 

Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas 

tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak 

memenuhi syarat formal dan materil Laporan [vide Bukti 

PK.28-60). 

3.7. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan 

pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Terima Laporan 

Nomor 077/PL/PW/Kota/26.01/Xll/2024 tanggal 4 Desember 

2024 [vide Bukti PK.28-61). Bahwa terhadap laporan a quo,

Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan Status 

Laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya 

Laporan a quo tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan 

alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan [vide 

Bukti PK.28-62]. 

3.8. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan 

pelanggaran Pemilihan pada tanggal 5 Desember 2024 
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berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 078/PL/PW/Kota/26.01/Xll/2024

2) 079/PL/PW/Kota/26.01/Xll/2024

[vide Bukti PK.28-63]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Kota Palu 

mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 

078/PL/PW/Kota/26.01/Xll/2024 tanggal 8 Desember 2024, 

yang pada pokoknya laporan a quo tidak diregistrasi dan tidak 

ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat 

formal karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang 

telah ditentukan undang-undang dan Bawaslu Kota Palu 

mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 

079/PL/PW/Kota/26.01/Xll/2024 tanggal 11 Desember 2024, 

yang pada pokoknya laporan a quo tidak diregistrasi dan tidak 

ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan 

materil laporan [vide Bukti PK.28-64]. 

3.9. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan 

pelanggaran Pemilihan pada tanggal 6 Desember 2024 

berdasarkan T anda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 080/PL/PG/Kota/26.01/Xll/2024

2) 082/PL/PW/Kota/26.01/Xll/2024

[vide Bukti PK.28-65]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Kota Palu 

mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 

Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas 

tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan 

laporan tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian 

laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan undang­

undang [vide Bukti PK.28-66]. 

4. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di Wilayah Kota

Palu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dengan

uraian sebagai berikut:

4.1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat

menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan 

Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PW/kec­

Palu BaraU/26.01/Xl/2024 tanggal 30 November 2024 [vide 
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Bukti PK.28-67). Terhadap laporan a quo, Panitia Pengawas 

Pemilihan Kecamatan Palu Ba rat mengeluarkan 

Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 5 Desember 2024 

yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dan tidak 

ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang disampaikan tidak 

memenuhi syarat materil [vide Bukti PK.28-68]. 

4.2. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat 

menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada 

tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti 

Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 002/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/Xll/2024

2) 003/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01 /XI 1/2024

3) 004/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/Xll/2024

4) 005/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01 /XI 1/2024

5) 006/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/Xll/2024

[vide Bukti PK.28-69]

Terhadap laporan tersebut di atas, Panitia Pengawas Pemilihan 

Kecamatan Palu Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status 

Laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya 

seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti 

dengan alasan tidak memenuhi syarat materil laporan [vide 

Bukti PK.28-70]. 

4.3. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat 

menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada 

tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti 

Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 007/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/Xll/2024

2) 008/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/Xll/2024

3) 009/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/Xll/2024

4) 010/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/Xll/2024

5) 011/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/Xll/2024

6) 012/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/Xll/2024

7) 013/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01 /XI 1/2024

8) 014/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/Xll/2024

9) 015/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/Xll/2024

10) 016/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/Xll/2024

11) 017/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/Xll/2024
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12) 018/PUPW/kec-Palu Barat/26.01/Xll/2024

13) 019/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/Xll/2024

14) 020/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/Xll/2024

15) 021/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/Xll/2024

16) 022/PUPW/kec-Palu Barat/26.01/Xll/2024

17) 023/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01 /Xll/2024

18) 024/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/Xll/2024

19) 025/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01 /XI 1/2024

20) 026/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01 /XI 1/2024

21) 027 /PL/PW/kec-Palu Barat/26.01 /XI 1/2024

[vide Bukti PK.28-71]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Panitia Pengawas 

Pemilihan Kecamatan Palu Barat mengeluarkan 

Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, 

yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi 

dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat 

materil [vide Bukti PK.28-72]. 

4.4. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat 

menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada 

tanggal 6 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti 

Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 028/PUPW/kec-Palu Barat/26.01 /XI 1/2024

2) 029/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/Xll/2024

3) 030/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/Xll/2024

4) 031/PUPW/kec-Palu Barat/26.01/Xll/2024

[vide Bukti PK.28-73]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Panitia Pengawas 

Pemilihan Kecamatan Palu Barat mengeluarkan 

Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, 

yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi 

dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat 

formal dan syarat materil laporan [vide Bukti PK.28-74]. 

4.5. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Selatan 

menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada 

tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti 

Penyampaian Laporan Nomor: 
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1) 001/PUPW/kec-Palu Selatan/26.01/Xll/2024

2) 002/PUPW/kec-Palu Selatan/26.01/Xll/2024

3) 003/PUPW/kec-Palu Selatan/26.01/Xll/2024

4) 004/PUPW/kec-Palu Selatan/26.01/Xll/2024

5) 005/PUPW/kec-Palu Selatan/26. 01 /XI 1/2024

6) 006/PUPW/kec-Palu Selatan/26.01 /XI 1/2024

7) 007/PUPW/kec-Palu Selatan/26.01/Xll/2024

8) 008/PUPW/kec-Palu Selatan/26.01/Xll/2024

[vide Bukti PK.28-75]

Terhadap laporan tersebut di atas, Panitia Pengawas Pemilihan 

Kecamatan Palu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status 

Laporan tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya 

seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan 

laporan telah melebihi ketentuan paling lama tujuh hari 

terhitung sejak diketahui (laporan kadaluarsa) [vide Bukti 

PK.28-76]. 

4.6. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Selatan 

menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada 

tang gal 3 Desember 2024 berdasarkan T and a Bukti 

Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 009/PUPW/kec-Palu Selatan/26.01/Xll/2024

2) 010/PUPW/kec-Palu Selatan/26.01 /Xll/2024

3) 011/PUPW/kec-Palu Selatan/26.01/Xll/2024

4) 012/PUPW/kec-Palu Selatan/26.01/Xll/2024

5) 013/PUPW/kec-Palu Selatan/26.01 /Xll/2024

[vide Bukti PK.28-77]

Bahwa terhadap Laporan tersebut di atas, Panitia Pengawas 

Pemilihan Kecamatan Palu Selatan mengeluarkan 

Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024, 

yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak 

ditindaklanjuti dengan alasan laporan telah melebihi ketentuan 

paling lama tujuh hari terhitung sejak diketahui (laporan 

kadaluarsa) [vide Bukti PK.28-76]. 

4. 7. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Utara

menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada 

tanggal 1 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti 

Penyampaian Laporan Nomor: 
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1) 001/PUPW/kec-Palu Utara/26.01/Xll/2024

2) 002/PUPW/kec-Palu Utara/26.01 /XI 1/2024

[vide Bukti PK.28-78)

Terhadap Laporan tersebut di atas, Panitia Pengawas 

Pemilihan Kecamatan Palu Utara mengeluarkan 

Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024, 

yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi 

dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat 

formal dan syarat materil laporan [vide Bukti PK.28-79). 

4.8. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Utara 

menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan 

Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 003/PL/PW/kec­

Palu Utara/26.01/Xll/2024 tanggal 2 Desember 2024 [vide 

Bukti PK.28-80]. Terhadap laporan a quo, Panitia Pengawas 

Pemilihan Kecamatan Palu Utara mengeluarkan 

Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024, 

yang pada pokoknya laporan a quo tidak diregistrasi dan tidak 

ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan 

syarat materil laporan [vide Bukti PK.28-81). 

4.9. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Utara 

menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan 

Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 004/PL/PW/kec­

Palu Utara/26.01/Xll/2024 tanggal 4 Desember 2024 [vide 

Bukti PK.28-82]. Terhadap laporan a quo, Panitia Pengawas 

Pemilihan Kecamatan Palu Utara mengeluarkan 

Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, 

yang pada pokoknya laporan a quo tidak diregistrasi dan tidak 

ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan 

syarat materil laporan [vide Bukti PK.28-83). 

4.10. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ulujadi 

menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan 

Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 

001/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/Xll/2024 tanggal 1 Desember 

2024 [vide Bukti PK.28-84). Terhadap laporan a quo, Panitia 

Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Utara mengeluarkan 

Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024, 

yang pada pokoknya laporan a quo tidak diregistrasi dan tidak 
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ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan 

syarat materil laporan [vide Bukti PK.28-85]. 

4.11. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ulujadi 

menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada 

tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti 

Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 002/PL/PG/Kec. Ulujadi/26.01 /XI 1/2024

2) 003/PL/PG/Kec. Ulujadi/26.01 /XI 1/2024

3) 004/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/Xll/2024

4) 005/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/Xll/2024

5) 006/PL/PG/Kec. Ulujadi/26.01 /XI 1/2024

6) 007 /PL/PG/Kec. Ulujadi/26.01 /Xll/2024

[vide Bukti PK.28-86]

Terhadap laporan tersebut di atas, Panitia Pengawas Pemilihan 

Kecamatan Palu Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status 

Laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya 

seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti 

dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil 

laporan [vide Bukti PK.28-87]. 

4.12. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ulujadi 

menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada 

tanggal 5 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti 

Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 008/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/Xll/2024

2) 009/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/Xll/2024

[vide Bukti PK.28-88)

Terhadap Laporan tersebut di atas, Panitia Pengawas 

Pemilihan Kecamatan Ulujadi mengeluarkan Pemberitahuan 

Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada 

pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak 

ditindaklanjuti dengan alasan waktu penyampaian laporan 

melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak 

diketahuinya/ditemukannya dugaan pelanggaran (daluarsa) 

serta tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil laporan 

[vide Bukti PK.28-89]. 

4.13. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tatanga 

menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada 
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tang gal 2 Desember 2024 berdasarkan T and a Bukti 

Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 001/PL/PG/Kec.Tatanga/26.01/Xll/2024

2) 002/PL/PG/Kec. Tatanga/26.01 /XI 1/2024

3) 003/PL/PG/Kec. T atanga/26. 01 /XI 1/2024

[vide Bukti PK.28-90]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Panitia Pengawas 

Pemilihan Kecamatan Tatanga mengeluarkan Pemberitahuan 

Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada 

pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak 

ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan 

syarat materil laporan [vide Bukti PK.28-91]. 

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan

dugaan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

5.1. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan

dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir

Laporan Nomor 10/PL/PB/Kab/26.07/Xll/2024 tanggal 2

Desember 2024 [vide Bukti PK.28-92]. Bawaslu Kabupaten

Parigi Moutong mengeluarkan rekomendasi Nomor

206/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 pada tanggal 9 Desember

2024 yang pad a pokoknya menyatakan laporan a quo sebagai

pelanggaran administrasi pemilihan dan merekomendasikan

kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk

menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku [vide Bukti PK.28-93]. Bawaslu Kabupaten Parigi

Moutong mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU

Kabupaten Parigi Moutong yang pada pokoknya KPU

Kabupaten Parigi Moutong menyusun telaah hukum dan

menyatakan Terlapor telah melaksanakan seluruh tahapan

Pemilihan Tahun 2024 sesuai peraturan yang berlaku [vide

Bukti PK.28-94].

5.2. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan

dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir

Laporan Nomor 16/PL/PG/Kab/26.07/Xll/2024 tanggal 6

Desember 2024 [vide Bukti PK.28-95]. Bawaslu Kabupaten

Parigi Moutong mengeluarkan rekomendasi Nomor
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203/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 pada tanggal 9 Desember 

2024 [vide Bukti PK.28-96], yang pada pokoknya 

menyatakan laporan a quo sebagai pelanggaran administrasi 

pemilihan dan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten 

Parigi Moutong untuk menindaklanjuti sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu Kabupaten 

Parigi Moutong mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh 

KPU Kabupaten Parigi Moutong yang pada pokoknya KPU 

Kabupaten Parigi Moutong menyusun telaah hukum dan 

menyatakan Terlapor telah melaksanakan seluruh tahapan 

Pemilihan Tahun 2024 sesuai peraturan yang berlaku [vide 

Bukti PK.28-97]. 

6. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Parigi

Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang

berkaitan dengan dalil Pemohon tentang terhalang dan hilangnya

hak konstitusional warga negara dalam memberikan suara dalam

Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah

dengan uraian sebagai berikut:

6.1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ampibabo

Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan 

pelanggaran pemilihan berdasarkan Tanda Bukti 

Penyampaian La po ran 

001 /PL/PB/Kec.Ampibabo/26.07 /XI 1/2024 

Nomor 

tanggal 3 

Desember 2024 [vide Bukti PK.28-98]. Terhadap laporan a 

quo, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ampibabo 

menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 

Desember 2024, yang pada pokoknya laporan a quo tidak 

ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal 

dan materil [vide Bukti PK.28-99]. 

6.2. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ampibabo 

Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan 

pelanggaran pemilihan berdasarkan Tanda Bukti 

Penyampaian La po ran Norn or 

002/PL/PB/Kec .Ampibabo/26.07 /XI 1/2024 tanggal 3 

Desember 2024 [vide Bukti PK.28-100]. Terhadap laporan a 

quo, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ampibabo 

menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 
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Desember 2024, yang pada pokoknya laporan a quo tidak 

ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat materil 

[vide Bukti PK.28-101]. 

6.3. Sahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Solano 

Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan 

6.4. 

pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Sukti 

Penyampaian La po ran Nomor 

01/PL/PS/Kec.Solano/26.07/Xll/2024 tanggal 1 Desember 

2024 [vide Bukti PK.28-102]. Terhadap laporan a quo,

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Solano menerbitkan 

Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024, 

yang pada pokoknya laporan a quo tidak diregistrasi dengan 

alasan tidak memenuhi syarat materil [vide Bukti PK.28-

103]. 

Sahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kasimbar 

Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan 

pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Sukti 

Penyampaian La po ran 

001 /PL/PS/Kec.Kasimbar/26.07 /Xl/2024 

Nomor 

tanggal 29 

November 2024 [vide Bukti PK.28-104]. Terhadap laporan a

quo, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kasimbar 

menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 

Desember 2024, yang pada pokoknya laporan a quo tidak 

diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal 

[vide Bukti PK.28-105]. 

6.5. Sahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mepanga 

Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan 

pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Sukti 

Penyampaian La po ran Nomor 

02/PL/PS/Kec.Mepanga/26.07/Xl/2024 tanggal 30 November 

2024 [vide Bukti PK.28-106]. Terhadap laporan a quo,

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mepanga 

menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 

Desember 2024, yang pada pokoknya laporan a quo tidak 

diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materil 

[vide Bukti PK.28-107]. 

6.6. Sahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Moutong 
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Kabupaten Parigi Moutong menerima 

pelanggaran pemilihan berdasarkan 

laporan dugaan 

Tanda Bukti 

Penyampaian La po ran Nomor 

01/PL/PG/Kec.Moutong/26.07/Xl/2024 tanggal 30 November 

2024 [vide Bukti PK.28-108]. Terhadap laporan a quo,

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mepanga 

menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 

Desember 2024, yang pada pokoknya laporan a quo tidak 

diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat 

materil [vide Bukti PK.28-109]. 

6.7. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ongka 

Malina Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan 

pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 

01/PL/PG/Kec.Ongka Malino/26.07/Xl/2024 tanggal 29 

November 2024 [vide Bukti PK.28-11 O]. T erhadap laporan a 

quo, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ongka Maline 

menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 

Desember 2024, yang pada pokoknya laperan a quo tidak 

ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai 

pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.28-111]. 

6.8. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ongka 

Maline Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan 

pelanggaran pemilihan berdasarkan Fermulir Laperan Nemer 

02/PL/PG/Kec.Ongka Maline/26.07/Xll/2024 tanggal 2 

Desember 2024 [vide Bukti PK.28-112] Terhadap laperan a 

quo, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ongka Malino 

menerbitkan Pemberitahuan Status Laperan tanggal 8 

Desember 2024, yang pada pekoknya laporan a quo tidak 

ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai 

pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.28-113]. 

6.9. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ongka 

Maline Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan 

pelanggaran pemilihan berdsasarkan Tanda Bukti 

Penyampaian Laporan Nomor 03/PL/PG/Kec.Ongka 

Maline/26.07/Xll/2024 tanggal 6 Desember 2024 [vide Bukti 

PK.28-114]. Terhadap laperan a quo, Panitia Pengawas 

Pemilihan Kecamatan Ongka Maline menerbitkan 
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Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024, 

yang pada pokoknya laporan a quo tidak diregistrasi dengan 

alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil [vide 

Bukti PK.28-115]. 

6.10. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palasa 

Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan 

pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 

01/PUPG/Kec.Palasa/26.07/Xl/2024 tanggal 28 November 

2024 [vide Bukti PK.28-116]. Terhadap laporan a quo,

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palasa menerbitkan 

Pemberitahuan Status Laporan tanggal 3 Desember 2024, 

yang pada pokoknya laporan a quo tidak ditindaklanjuti 

dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan 

[vide Bukti PK.28-117]. 

6.11. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Barat 

Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan 

pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 

01/Reg/LP/PG/Kec.ParigiBarat/26.07/Xl/2024 tanggal 30 

November 2024 [vide Bukti PK.28-118]. Terhadap laporan a 

quo, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Barat 

menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 

Desember 2024, yang pada pokoknya laporan a quo tidak 

ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai 

pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.28-119). 

6.12. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi 

Selatan Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan 

pelanggaran pemilihan berdasarkan Tanda Bukti 

Penyampaian La po ran 

01/PL/PG/Kec.ParigiSelatan/26.07/Xll/2024 

Nomor 

tanggal 4 

Desember 2024 [vide Bukti PK.28-120]. Terhadap laporan a 

quo, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Barat 

menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 

Desember 2024, yang pada pokoknya laporan a quo tidak 

ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai 

pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.28-121). 

6.13. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi 

Tengah Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan 
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[vide Bukti PK.28-129]. 

6.17. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Taopa 

Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan 

pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 

01/Reg/PUPG/Kec.Taopa/26.07/Xl/2024 tanggal 29 

November 2024 (vide Bukti PK.28-130] Terhadap laporan a 

quo, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Taopa 

menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 

Desember 2024, yang pada pokoknya laporan a quo tidak 

ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai 

pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.28-131]. 

6.18. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tinombo 

Selatan Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan 

pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 

01/Reg/PUPG/Kec.Tin-Sel/26.07/Xl/2024 tanggal 29 

November 2024 [vide Bukti PK.28-132]. Terhadap laporan a 

quo, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tinombo 

Selatan menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 

3 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan a quo tidak 

ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai 

pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.28-133]. 

6.19. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Toribulu 

Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan 

pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 

01/Reg/PUPB/Kec.Toribulu/26.07/Xll/2024 tanggal 2 

Desember 2024 [vide Bukti PK.28-134]. Terhadap laporan a 

quo, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Toribulu 

menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 

Desember 2024, yang pada pokoknya laporan a quo tidak 

ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai 

pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.28-135]. 

6.20. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Torue 

Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan 

pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 

01/PL/PG/Kec.Torue/26.07/Xl/2024 tanggal 30 November 

2024 [vide Bukti PK.28-136]. Terhadap laporan a quo,

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Torue menerbitkan 
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tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan [vide Bukti 

PK.28-145]; 

8.4. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan 

Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran 

Pemilihan pada tanggal 6 Desember 2024 berdasarkan Tanda 

Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 025/PL/PB/Kec. Baolan/26.1 0/Xll/2024

2) 026/PL/PB/Kec.Baolan/26.1 0/Xll/2024

3) 027/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/Xll/2024

[vide Bukti PK.28-146]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan Kabupaten 

Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 

11 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan 

diatas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan 

tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan [vide Bukti 

PK.28-147]; 

8.5. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan 

Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran 

Pemilihan pada tanggal 7 Desember 2024 berdasarkan Tanda 

Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 028/PL/PB/Kec. Baolan/26.10/XI 1/2024

2) 029/PL/PB/Kec. Baolan/26.10/XI 1/2024

3) 030/PL/PB/Kec. Baolan/26.10/XI 1/2024

4) 031 /PL/PB/Kec. Baolan/26.10/XI 1/2024

5) 032/PL/PB/Kec. Baolan/26.10/XI 1/2024

6) 033/PL/PB/Kec. Baolan/26.10/XI 1/2024

7) 034/PL/PB/Kec. Baolan/26.10/XI 1/2024

8) 035/PL/PB/Kec. Baolan/26.10/XI 1/2024

9) 036/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/Xll/2024

10) 037 /PL/PB/Kec. Baolan/26.10/XI 1/2024

11) 038/PL/PB/Kec. Baolan/26.10/XI 1/2024 

[vide Bukti PK.28-148] 

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan Kabupaten 

Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 

12 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan 

diatas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan 
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tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan [vide Bukti 

PK.28-149]. 

8.6. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Basidondo 

Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran 

Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda 

Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 002/PL/PB/Kec.Basidondo/26.1 0/Xll/2024

2) 003/PL/PB/Kec. Basidondo/26.10/XI 1/2024

3) 004/PL/PB/Kec.Basidondo/26.1 0/Xll/2024

[vide Bukti PK.28-150]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Basidondo 

Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status 

Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya 

keseluruhan laporan diatas tidak diregistrasi dan tidak 

ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan 

materil laporan [vide Bukti PK.28-151]. 

8.7. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Basidondo 

Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran 

Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan 

Nomor 005/PL/PB/Kec.Basidondo/26.10/Xll/2024 tanggal 4 

Desember 2024 [vide Bukti PK.28-152]. Terhadap Laporan a 

quo, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Basidondo 

Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status 

Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya 

keseluruhan laporan diatas tidak diregistrasi dan tidak 

ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan 

materil laporan [vide Bukti PK.28-153]; 

8.8. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Basidondo 

Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran 

Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan 

Nomor 006/PL/PB/Kec. Basidondo/26.10/XI 1/2024 tanggal 7 

Desember 2024 [vide Bukti PK.28-154]. Panitia Pengawas 

Pemilihan Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli 

menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 

Desember 2024, yang pada pokoknya laporan a quo tidak 

diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak 
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memenuhi syarat formal dan materil laporan [vide Bukti 

PK.28-155]. 

8.9. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dako Pemean 

Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran 

Pemilihan pada tanggal 1 Desember 2024 berdasarkan Tanda 

Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 002/PL/PB/Kec. Dakopemean/26.10/XI 1/2024

2) 003/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.1 0/Xll/2024

3) 004/PL/PB/Kec. Dakopemean/26.10/XI 1/2024

[vide Bukti PK.28-156]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dako Pemean 

Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status 

Laporan tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya 

keseluruhan laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak 

ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan 

materil laporan [vide Bukti PK.28-157]. 

8.10. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dako Pemean 

Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran 

Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda 

Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 005/PL/PB/Kec. Dakopemean/26.10/XI 1/2024

2) 006/PL/PB/Kec. Dakopemean/26.10/XI 1/2024

3) 007/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.1 0/Xll/2024

4) 008/PL/PB/Kec. Dakopemean/26.10/XI 1/2024

5) 009/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/Xll/2024

[vide Bukti PK.28-158]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dako Pemean 

Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status 

Laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya 

keseluruhan laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak 

ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan 

materil laporan [vide Bukti PK.28-159]. 

8.11. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang 

Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran 

Pemilihan pada tanggal 1 Desember 2024 berdasarkan Tanda 

Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 001/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
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2) 002/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

[vide Bukti PK.28-160)

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang Kabupaten 

Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 

Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan 

diatas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan 

tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan [vide Bukti 

PK.28-161]. 

8.12. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang 

Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran 

Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda 

Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 003/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

2) 004/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

[vide Bukti PK.28-162)

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang Kabupaten 

Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 

Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan 

diatas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan 

tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan [vide Bukti 

PK.28-163). 

8.13. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang 

Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran 

Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda 

Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1 ) 005/PL/PB/Kec. Galang/26. 10/12/2024 

2) 006/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

3) 007 /PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

4) 008/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

5) 009/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

6) 010/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

7) 011 /PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

8) 012/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

9) 013/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

10) 014/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

11) 015/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

12) 016/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
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13) 017/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

14) 018/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

15) 019/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

16) 020/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

17) 021 /PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

18) 022/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

19) 023/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

20) 024/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

21) 025/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

22) 026/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

23) 027/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

24) 028/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

25) 029/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

26) 030/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

27) 031 /PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

28) 032/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

29) 033/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

[vide Bukti PK.28-164]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang Kabupaten 

Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 

Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan 

diatas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan 

tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan [vide Bukti 

PK.28-165]. 

8.14. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang 

Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran 

Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Tanda 

Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 034/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

2) 035/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

3) 036/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

4) 037 /PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

5) 038/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

6) 039/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

7) 040/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

8) 041 /PUPB/Kec. Galang/26. 10/12/2024

9) 042/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
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alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil Laporan [vide 

Bukti PK.28-173]. 

8.18. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Utara 

Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran 

Pemilihan pada tanggal 7 Desember 2024 berdasarkan Tanda 

Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 003/PL/PB/Dampal Utara/26.10/XI 1/2024

2) 004/PL/PB/Dampal Utara/26.10/XI 1/2024

[vide Bukti PK.28-174]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Utara 

Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status 

Laporan tanggal 1 0 Desember 2024, yang pada pokoknya 

keseluruhan laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak 

ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan 

materil laporan [vide Bukti PK.28-175]. 

8.19. Bahwa Penitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio 

Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran 

Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda 

Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 003/PL/PB/Kec.Lampasio/26.1 0/Xll/2024

2) 004/PL/PB/Kec. Lampasio/26.10/XI 1/2024

[vide Bukti PK.28-176]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio Kabupaten 

Tolitoli menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 

Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan 

diatas tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat 

formal dan materil karena tidak dilengkapi selama dua hari 

sejak pemberitahuan kelengkapan laporan diterima [vide Bukti 

PK.28-177]. 

8.20. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio 

Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran 

Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda 

Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 006/PL/PB/Kec. Lampasio/26.10/XI 1/2024

2) 007 /PL/PB/Kec. Lampasio/26.10/XI 1/2024

3) 008/PL/PB/Kec.Lampasio/26.1 0/Xll/2024

4) 009/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/Xll/2024
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5) 010/PUPB/Kec.Lampasio/26.10/Xll/2024

6) 011/PUPB/Kec.Lampasio/26.10/Xll/2024

7) 012/PL/PB/Kec. Lampasio/26.10/XI 1/2024

8) 013/PL/PB/Kec.Lampasio/26.1 0/Xll/2024

9) 014/PL/PB/Kec. Lampasio/26.1 0/Xll/2024

10) 015/PL/PB/Kec. Lampasio/26.10/XI 1/2024

11) 016/PL/PB/Kec.Lampasio/26.1 0/Xll/2024

12) 017 /PUPB/Kec. Lampasio/26.10/XI 1/2024

13) 018/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/Xll/2024

[vide Bukti PK.28-178]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio Kabupaten 

Tolitoli menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 

Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di 

atas tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat 

formal dan materil karena tidak dilengkapi selama dua hari 

sejak pemberitahuan kelengkapan laporan diterima [vide Bukti 

PK.28-177]. 

8.21. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio 

Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran 

Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Tanda 

Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 019/PUPB/Kec.Lampasio/26.1 0/Xll/2024

2) 020/PL/PB/Kec. Lampasio/26.10/XI 1/2024

3) 021 /PUPB/Kec. Lampasio/26.10/XI 1/2024

4) 022/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/Xll/2024

[vide Bukti PK.28-179]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio Kabupaten 

Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 

Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan 

diatas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan 

tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan [vide Bukti 

PK.28-177]. 

8.22. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio 

Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran 

Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan 

Nomor 023/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/Xll/2024 pada tanggal 

7 Desember 2024 [vide Bukti PK.28-180]. Terhadap laporan a 
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quo, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio 

Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status 

Laporan tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya 

laporan a quo tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan 

alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan [vide 

Bukti PK.28-181]. 

8.23. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio 

Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran 

Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan 

Nomor 024/PL/PB/Kec. Lampasio/26.10/XI 1/2024 tanggal 8 

Desember 2024 [vide Bukti PK.28-182]. Terhadap laporan a 

quo, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio 

Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status 

Laporan tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya 

laporan a quo tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan 

alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil Laporan; 

[vide Bukti PK.28-181] 

8.24. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio 

Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran 

Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan 

Nomor 025/PL/PB/Kec.Lampasio/26.1 0/Xll/2024 tanggal 16 

Desember 2024 [vide Bukti PK.28-183]. Terhadap laporan a 

quo, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio 

mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 18 

Desember 2024, yang pada pokoknya laporan a quo tidak 

diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan 

materil karena sudah melebihi masa tenggang waktu yang 

ditentukan yakni paling lama tujuh hari terhitung diketahuinya 

atau ditemukannya dugaan pelanggaran [vide Bukti PK.28-

184]. 

8.25. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide 

Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran 

Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti penyerahan laporan Nomor 

002/PL/PB/Kec.Ogodeide/26.1 0/Xll/2024 tanggal 1 Desember 

2024 [vide Bukti PK.28-185]. Terhadap Laporan a quo, Panitia 

Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli 

mengeluarkankan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 
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Desember 2024, yang pada pokoknya laporan a quo tidak 

diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak 

memenuhi syarat formal dan materil laporan [vide Bukti 

PK.28-186]. 

8.26. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide 

Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran 

Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan 

Nomor 001 /PL/PB/Kec.Ogodeide/26.1 0/Xll/2024 tanggal 1 

Desember 2024 [vide Bukti PK.28-187]. Terhadap laporan a 

quo, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide 

Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status 

Laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya 

laporan a quo tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan 

alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan [vide 

Bukti PK.28-188]. 

8.27. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide 

Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran 

Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Tanda 

Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 003/PL/PB/Kec.Ogodeide/26.1 0/Xll/2024

2) 004/PL/PB/Kec.Ogodeide /26.1 0/Xll/2024

3) 005/PL/PB/Kec.Ogodeide /26.1 0/Xll/2024

[vide Bukti PK.28-189]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide Kabupaten 

Tolitoli menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 

Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di 

atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan 

tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan [vide Bukti 

PK.28-190]. 

8.28. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide 

Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran 

Pemilihan pada tanggal 6 Desember 2024 berdasarkan Tanda 

Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 006/PL/PB/Kec.Ogodeide/26.1 0/Xll/2024

2) 007 /PL/PB/Kec. Ogodeide/26.10/XI 1/2024

[vide Bukti PK.28-191]
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Selatan Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan 

Status Laporan tanggal 13 Desember 2024, yang pada 

pokoknya laporan a quo tidak diregistrasi dengan alasan 

laporan tidak memenuhi syarat materiel karena Pelapor tidak 

melengkapi laporan selama dua hari sejak pemberitahuan 

kelengkapan laporan diterima [vide Bukti PK.28-205]. 

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan

pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

9.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan

pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 

berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 04/PUPB/Kab/26.11 /XI 1/2024

2) 05/PUPB/Kab/26.11/Xll/2024

[vide Bukti PK.28-206]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Sigi 

mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 

Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di 

atas tidak diregistrasi dengan alasan Pelapor tidak melakukan 

perbaikan sampai batas waktu yang ditentukan [vide Bukti 

PK.28-207]. 

9.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan 

pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 

berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 06/PUPB/Kab/26.11/Xll/2024

2) 07/PUPB/Kab/26.11/Xll/2024

(vide Bukti PK.28-208]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Sigi 

mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 

Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di 

atas tidak diregistrasi dengan alasan Pelapor tidak melakukan 

perbaikan sampai batas waktu yang ditentukan [vide Bukti 

PK.28-209]. 

9.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan 

pelanggaran Pemilihan pada tanggal 6 Desember 2024 dengan 

Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 08/PUPB/Kab/26.11 /XI 1/2024

2) 09/PUPB/Kab/26.11/Xll/2024
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3. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi

Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan

Nomor 055/LH P /PM.01 . O 1 /XI 1/2024 tang gal 1 O Desember 2024 yang

pada pokoknya lbu Rosni tidak mendapatkan undangan C

Pemberitahuan memilih, lbu Rosni tetap dapat 

memberikan/menyalurkan hak pilihnya di TPS dengan 

menggunakan KTP [vide Bukti PK.28-237]. 

4. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan

dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan

Nomor 09/REG/LP/PG/Prov/26.00/Xll/2024 tanggal 8 Desember

2024 [vide Bukti PK.28-17], yang pada pokoknya dinyatakan

ditindaklanjuti dengan mengeluarkan rekomendasi ke KPU Provinsi

Sulawesi Tengah [vide Bukti PK.28-18].

4.1 . Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan

pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian 

Laporan Nomor 84/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024 tanggal 06 

Desember 2024 [vide Bukti PK.28-238]; 

4.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Kajian Awai

Nomor 84/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024 tanggal 08 Desember 

2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak 

memenuhi syarat formal dan/atau materil dan 

merekomendasikan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat 

formal dan/atau materil [vide Bukti PK.28-239]; 

4.3. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan surat 

Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 

099.1/PP.01 .01/K .ST/12/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang 

pada pokoknya menyampaikan kepada Pelapor untuk 

melengkapi kekurangan laporan [vide Bukti PK.28-240]; 

4.4. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima perbaikan 

laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda 

Teri ma Perbaikan Laporan Nomor 

84/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024 tanggal 08 Desember 2024 

[vide Bukti PK.28-17]; 

4.5 . Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Kajian Awai 

terhadap Formulir Laporan Perbaikan Nomor 

84/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024 tanggal 08 Desember 2024 

yang pada pokoknya menyatakan laporan diregistrasi karena 
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telah memenuhi syarat formal dan atau materil [vide Bukti 

PK.28-241]; 

4 .6 .  Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyusun Kajian Laporan 

Dugaan Pelanggaran Nomor 84/PUPG/Prov/26.00/Xll/2024, 

yang diregister dengan Nomor 

09/REG/LP/PG/PROV/26.00/Xll/2024, tanggal 10 Oesember 

2024. Hasil kajian a quo, pada pokoknya menyimpulkan bahwa 

Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 

84/PUPG/Prov/26.00/Xll/2024, yang dilaporkan oleh saudara 

SAMERDAN MUNGGELI, S.Ag. dinyatakan TERBUKTI 

sebagai pelanggaran administrasi pemilihan, karena tindakan 

Terlapor, in casu KPU Provinsi Sulawesi Tengah melanggar 

pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 

sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Jo pasal 2 

Ayat (2) PKPU 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan 

Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubemur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil 

Walikota. 

Bahwa kesimpulan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah a quo,

yang menyatakan Terlapor TERBUKTI melakukan pelanggaran 

administrasi, didasarkan pada hasil kajian yang menemukan 

bahwa tindakan Terlapor, in casu KPU Provinsi Sulawesi 

Tengah, telah secara berjenjang mempedomani dan 

melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan 

pemaknaan bahwa pada proses pemungutan suara, semua 

Pemilih harus menunjukkan KTP dan/atau identitas lainnya 

sebagai syarat utama untuk dapat menyalurkan hak pilihnya di 

TPS. Hal ini melanggar prinsip aksesibel dan merupakan 

pelanggaran administrasi pemilihan [vide Bukti PK.28-242]; 

4. 7. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan 

Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepada 

KPU Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Nomor 

102/PP.01.01/K.ST/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang 
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pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Provinsi 

Sulawesi Tengah untuk menindaklanjuti sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.28-18]; 

4.8. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan 

Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 10 Desember 2024 

yang pada pokoknya menyatakan status laporan ditindaklanjuti 

dengan mengeluarkan rekomendasi ke KPU Provinsi Sulawesi 

tengah [vide Bukti PK.28-243]; 

4.9. KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan Tindak Lanjut 

Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melalui surat 

Nomor 2057/HK.07.6-SD /72/2024 tanggal 16 Desember 2024 

yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan telaah hukum, 

para Terlapor tidak terbukti melakukan Pelanggaran 

Administrasi Pemilihan Tahun 2024 [vide Bukti PK.28-19]. 

5. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan

dugaan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

5.1. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 Bawaslu Provinsi

Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran 

Pemilihan berdasarkan T anda Bukti Penyampaian Laporan 

Nomor: 

1. 25/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

2. 28/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

[vide Bukti PK.28-20] 

5.1.1 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kajian 

awal pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada 

pokoknya seluruh laporan di atas tidak deregister karena 

tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil [vide 

Bukti PK.28-244]; 

5.1.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah 

mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 

Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di 

atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak 

terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. [vide Bukti 

PK.28-21] 

5.2. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 Bawaslu Provinsi 

Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran 
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Pemilihan berdasarkan T and a Bukti Penyampaian Laporan 

Nomor: 

1) 22/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

2) 23/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

3) 24/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

4) 26/PL/PG/Prov/26.00/XI 1/2024

5) 27/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

6) 29/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

7) 31/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

[vide Bukti PK.28-22] 

5.2.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kajian 

awal pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada 

pokoknya seluruh laporan diatas tidak memenuhi syarat 

formal dan syarat materil, serta memberikan 

kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan 

[vide Bukti PK.28-245]; 

5.2.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas Pelapor tidak 

memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Bawaslu 

Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan 

Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 

2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak 

ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat 

formal dan/atau materil [vide Bukti PK.28-23] 

5.3. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 Bawaslu Provinsi 

Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran 

Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan 

Nomor: 

1) 37 /PL/PG/Prov/26. 00/XI 1/2024

2) 38/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

[vide Bukti PK.28-24] 

5.3.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kajian 

awal pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada 

pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregister karena 

tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil [vide 

Bukti PK.28-246]; 

5.3.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas pelapor tidak 

memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Bawaslu 
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Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan 

Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 

2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak 

tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti 

sebagai pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.28-25] 

5.4. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 Bawaslu Provinsi 

Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran 

Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 

44/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024 [vide Bukti PK.28-26], yang 

pada pokoknya dinyatakan tidak ditindaklanjuti karena tidak 

memenuhi syarat formal dan/atau materil pelaporan. [vide 

Bukti PK.28-27] 

5.4.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Kajian 

Awai Nomor 44/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024 pada 

tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan 

a quo tidak deregister karena tidak memenuhi syarat 

formal dan/atau materil dimana waktu penyampaian 

laporan melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari 

terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya 

dugaan pelanggaran [vide Bukti PK.28-247]; 

5.4.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan 

Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 

2024 yang pada pokoknya laporan a quo tidak 

ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat 

formal dan/atau materil Laporan [vide Bukti PK.28-27] 

5.5. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 Bawaslu Provinsi 

Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran 

Pemilihan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 30/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

2) 32/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

3) 33/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

4) 34/PL/PG/Prov/26. 00/XI 1/2024

5) 36/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

6) 39/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

7) 40/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

8) 41/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

9) 42/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024
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10)43/PUPG/Prov/26. 00/XI 1/2024

11 )45/PUPG/Prov/26.00/Xll/2024 

[vide Bukti PK.28-28] 

5.5.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kajian 

awal pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada 

pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat 

formal dan/atau syarat materil, serta memberikan 

kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan 

[vide Bukti PK.28-248]; 

5.5.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak 

memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Bawaslu 

Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan 

Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 

2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak 

ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang diberikan 

tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil [vide 

Bukti PK.28-29]. 

5.6. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan 

dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan 

Nomor 46/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024 tanggal 4 Desember 

2024 [vide Bukti PK.28-30] yang pada pokoknya dinyatakan 

tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat 

formal dan materil laporan [vide Bukti PK.28-31]. 

5.6.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Kajian 

Awai Nomor 46/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024 tanggal 5 

Desember 2024 yang pada pokoknya laporan a quo

tidak deregister karena tidak memenuhi syarat formal 

dan/atau syarat materil dimana waktu penyampaian 

laporan melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari 

terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya 

dugaan pelanggaran [vide Bukti PK.28-249]; 

5.6.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan 

Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 

2024 yang pada pokoknya Laporan a quo tidak 

ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat 

formal dan materil Laporan [vide Bukti PK.28-31]. 

5.7. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 Bawaslu Provinsi 

67 



Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran 

Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan 

Nomor: 

1) 48/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

2) 49/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

3) 50/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

[vide Bukti PK.28-32]

5.7.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kajian 

awal pada tanggal 5 Desember 2024, yang pada 

pokoknya seluruh laporan di atas tidak deregister karena 

tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil 

[vide Bukti PK.28-250]; 

5.7.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan 

Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 

2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak 

ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti 

sebagai pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.28-33]. 

5.8. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 Bawaslu Provinsi 

Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran 

Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan 

Nomor: 

1) 51/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

2) 53/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

3) 58/PL/PG/Prov/26.00/XI 1/2024

4) 59/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

5) 60/PL/PG/Prov/26.00/XI 1/2024

6) 62/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

[vide Bukti PK.28-34]

5.8.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kajian 

awal pada tanggal 5 Desember 2024, yang pada 

pokoknya seluruh laporan di atas tidak deregister karena 

tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil 

[vide Bukti PK.28-251]; 

5.8.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan 

Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 

2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak 

ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti 
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sebagai pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.28-35]. 

5.9. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan 

dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti 

Penyampaian Laporan Nomor 47/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024 

tanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti PK.28-36] yang pada 

pokoknya tidak tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak 

memenuhi syarat formal dan/atau materil [vide Bukti PK.28-

37]. 

5.9.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Kajian 

Awai Nomor 47/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024 pada 

tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan 

tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil, 

serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk 

memperbaiki laporan [vide Bukti PK.28-252]; 

5.9.2. Bahwa terhadap laporan a quo pelapor tidak 

memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Bawaslu 

Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan 

Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 

2024 yang pada pokoknya Laporan a quo tidak 

ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat 

formal dan/atau materil [vide Bukti PK.28-37]. 

5.10. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 Bawaslu Provinsi 

Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran 

Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan 

Nomor: 

1) 75/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

2) 78/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

[vide Bukti PK.28-38]

5.10.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan 

kajian awal tanggal 6 Desember 2024, yang pada 

pokoknya seluruh laporan di atas tidak deregister 

karena tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat 

materil [vide Bukti PK.28-253]; 

5.10.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan 

Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 

2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak 

ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti 
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sebagai pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.28-39]. 

5.11. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 Bawaslu Provinsi 

Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran 

Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan 

Nomor: 

1) 52/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

2) 54/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

3) 55/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

4) 56/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

5) 57/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

6) 61/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

7) 63/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

[vide Bukti PK.28-40]

5.11.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kajian 

awal pada tanggal 6 Desember 2024, yang pada 

pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi 

syarat formal dan syarat materil, serta memberikan 

kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki 

laporan [vide Bukti PK.28-254]; 

5.11.2. Bahwa terhadap seluruh laporan diatas, Pelapor tidak 

memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Bawaslu 

Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan 

Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 

2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak 

ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat 

formal dan/atau materil laporan [vide Bukti PK.28-41]. 

5.12. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 Bawaslu Provinsi 

Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran 

Pemilihan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 64/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

2) 65/PL/PG/Prov/26. 00/XI 1/2024

3) 66/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

4) 67/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

5) 68/PL/PG/Prov/26. 00/XI 1/2024

6) 69/PL/PG/Prov/26. 00/XI 1/2024

7) 70/PL/PG/Prov/26. 00/XI 1/2024

8) 71 /PL/PG/Prov/26. 00/XI 1/2024

70 



9) 72/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

10)73/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

11 )74/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024 

12}76/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

[vide Bukti PK.28-42]

5.12.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kajian 

awal pada tanggal 6 Desember 2024, yang pada 

pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi 

syarat formal dan/atau syarat materil, serta 

memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk 

memperbaiki laporan [vide Bukti PK.28-255]; 

5.12.2. Bahwa terhadap seluruh laporan diatas, Pelapor tidak 

memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Bawaslu 

Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan 

Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 

2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak 

ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat 

formal dan/atau materil [vide Bukti PK.28-43]. 

5.13. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 Bawaslu Provinsi 

Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran 

Pemilihan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 79/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

2) 77/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

3) 80/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

4) 81/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

5) 82/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

6) 83/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

[vide Bukti PK.28-44]

5.13.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kajian 

awal pada tanggal 7 Desember 2024, yang pada 

pokoknya seluruh laporan di atas tidak deregister 

karena tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil 

laporan, dimana waktu penyampaian laporan melebihi 

ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak 

diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan 

pelanggaran [vide Bukti PK.28-256]; 

5.13.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan 
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Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 

2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak 

ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat 

formal dan materil laporan [vide Bukti PK.28-45]. 

5.14. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan 

dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti 

Penyampaian Laporan Nomor 89/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024 

tanggal 6 Desember 2024 [vide Bukti PK.28-46] yang pada 

pokoknya tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan 

alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan [vide 

Bukti PK.28-47]. 

5.14.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kajian 

awal Nomor 89/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024 tanggal 8 

Desember 2024, yang pada pokoknya laporan a quo

tidak deregister karena tidak memenuhi syarat formal 

dan/atau syarat materil, dimana waktu penyampaian 

laporan melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari 

terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya 

dugaan pelanggaran [vide Bukti PK.28-257]; 

5.14.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan 

Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 

2024 yang pada pokoknya laporan a quo tidak 

ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat 

formal dan materil laporan [vide Bukti PK.28-47]. 

5.15. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2024 Bawaslu Provinsi 

Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran 

Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan 

Nomor: 

1) 90/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

2) 91/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

3) 92/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

4) 93/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

5) 94/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

6) 95/PL/PG/Prov/26.00/Xll/2024

[vide Bukti PK.28-48]

5.15.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kajian 

awal pada tanggal 8 Desember 2024, yang pada 
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pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi 

syarat formal dan/atau materil, dimana waktu 

penyampaian laporan melebihi ketentuan paling lama 7 

(tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau 

ditemukannya dugaan pelanggaran [vide Bukti PK.28-

258]; 

5.15.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan 

Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 

2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak 

diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan 

tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil [vide 

Bukti PK.28-49]. 

6. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran

Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

6.1. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan

pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian 

Laporan Nomor 004/PL/PW/Kota/26.01/Xl/2024 tanggal 30 

November 2024 [vide Bukti PK.28-50], yang pada pokoknya 

laporan tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan 

alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan [vide 

Bukti PK.28-51]. 

6.1.1. Bawaslu Kota Palu melakukan Kajian Awai Nomor 

004/PL/PW/Kota/26.01 /Xl/2024 tanggal 2 Desember 

2024, yang pada pokoknya laporan a quo tidak 

memenuhi syarat formal dan syarat materil, serta 

memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk 

memperbaiki laporan dengan melengkapi syarat formal 

dan/materil [vide Bukti PK.28-259]; 

6.1.2. Bawaslu Kota Palu menerbitkan Surat Nomor 

045/PP.01 .02/K.ST-11/12/2024 perihal Pemberitahuan 

Kelengkapan Laporan yang ditujukan kepada Pelapor 

tanggal 2 Desember 2024 [vide Bukti PK.28-260]; 

6.1.3. Bawaslu Kota Palu menerima Perbaikan Laporan 

dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda 

Terima Perbaikan Laporan Nomor 004/PL/PW/Kota/ 

26.01/Xl/2024 tanggal 5 Desember 2024 [vide Bukti 
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006/PL/PB/Kec. Basidondo/26.10/XI 1/2024 tanggal 8 

Desember 2024, yang pada pokoknya tidak 

memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta 

memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk 

memperbaiki laporan [vide Bukti PK.28-345]; 

12.8.2. Bahwa terhadap laporan a quo Pelapor tidak 

memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia 

Pengawas Pemilihan Kecamatan Basidondo 

mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan 

tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya 

laporan a quo tidak ditindaklanjuti dengan alasan 

tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil [vide 

Bukti PK.28-155]. 

12.9. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dako 

Pemean Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan 

pelanggaran Pemilihan pada tanggal 1 Desember 2024 

berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 002/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.1 0/Xll/2024

2) 003/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.1 0/Xll/2024

3) 004/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.1 0/Xll/2024

[vide Bukti PK.28-156]

12.9.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dako 

Pemean melakukan Kajian Awai pada tanggal 2 

Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh 

laporan di atas tidak memenuhi syarat formal 

dan/atau syarat materil, serta memberikan 

kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki 

laporan [vide Bukti PK.28-346]; 

12.9.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor 

tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia 

Pengawas Pemilihan Kecamatan Dako Pemean 

mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan 

tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya 

seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan 

alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil 

[vide Bukti PK.28-157]. 
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• 

• 

12.10. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dako 

Pemean Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan 

pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 

berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 005/PL/PB/Kec. Dakopemean/26.10/XI 1/2024

2) 006/PL/PB/Kec. Dakopemean/26.10/XI 1/2024

3) 007/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.1 0/Xll/2024

4) 008/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XI 1/2024

5) 009/PL/PB/Kec. Dakopemean/26.10/XI 1/2024

[vide Bukti PK.28-158] 

12.10.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dako 

Pemean melakukan Kajian Awai tanggal 4 

Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh 

laporan di atas tidak memenuhi syarat formal 

dan/atau syarat materil, serta memberikan 

kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki 

laporan; [vide Bukti PK.28-347] 

12.10.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor 

tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia 

Pengawas Pemilihan Kecamatan Dako Pemean 

mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan 

tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya 

seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan 

alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau 

materil [vide Bukti PK.28-159]. 

12.11. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang 

Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran 

Pemilihan pada tanggal 1 Desember 2024 berdasarkan Tanda 

Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 001/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

2) 002/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

[vide Bukti PK.28-160]

12.11.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang 

melakukan Kajian Awai pada tanggal 2 Desember 

2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas 

tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta 

memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk 
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memperbaiki laporan [vide Bukti PK.28-348]; 

12.11.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor 

tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia 

Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang 

mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan 

tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya 

seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan 

alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau 

materil [vide Bukti PK.28-161] 

12.12. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang 

Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran 

Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda 

Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 003/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

2) 004/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

[vide Bukti PK.28-162] 

12.12.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang 

melakukan Kajian Awai pada tanggal 3 Desember 

2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas 

tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat 

materil, serta memberikan kesempatan kepada 

Pelapor untuk memperbaiki laporan [vide Bukti 

PK.28-349]; 

12.12.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor 

tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia 

Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang 

mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan 

tanggal 6 Desember 2024 yang pada seluruh 

pokoknya laporan di atas tidak ditindaklanjuti 

dengan alasan tidak memenuhi syarat formal 

dan/atau materil [vide Bukti PK.28-163]. 

12.13. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang 

Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran 

Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda 

Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 

1) 005/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

2) 006/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
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dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 

sebagai berikut [vide Bukti PK.28-716]: 

Daftar Pemilih Tetap 544 

Jumlah Pengguna Hak Pilih D alam DPT 417 

Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+ DPTb + DPK 417 

23.2.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 

03  Desa Berdikari, Kecamatan Palolo sebagaimana 

termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 

336/LHP/PM.01.02/ST-10.12/Xl/2024 tanggal 27 

November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat 

dugaan pelanggaran terkait menghalang - halangi 

penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak 

pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi 

Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut 

[vide Bukti PK.28-717]: 

Daftar Pemilih Tetap 251 

Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 188 

Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK 190 

23.2.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Bunga, 

Kecamatan Palolo sebagaimana termuat dalam Laporan 

Hasil Pengawasan Nomor: 

1) 365/LHP/PM.01.02/ST-10.12/Xl/2024 tanggal 27

November 2024, TPS 01

2) 366/LHP/PM.01.02/ST-10.12/Xl/2024 tanggal 27

November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-718]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran 

terkait menghalang - halangi penggunaan hak pilih. 

Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di 

TPS tersebut sebagai berikut: 

Jumlah Pengguna 
Jumlah Pengguna 

DPT Hak Pilih DPT + TPS Hak Pilih DPT 
DPTb + DPK 

01 390 320 324 
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I 02 I 451 I 360 364 

23.2. 7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa 

Kapirowe, Kecamatan Palolo sebagaimana termuat 

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 

1) 354/LHP/PM.01.02/ST-10.12/Xl/2024 tanggal 27 

November 2024, TPS 01

2) 355/LHP/PM.01.02/ST-10.12/Xl/2024 tanggal 27

November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-719]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran 

terkait menghalang - halangi penggunaan hak pilih. 

Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di 

TPS tersebut sebagai berikut: 

Jumlah Pengguna 
Jumlah Pengguna 

DPT Hak Pilih DPT + TPS Hak Pilih DPT 
DPTb + DPK 

01 375 311 311 

02 303 258 258 

23.2.8 .  Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 

03 Desa Kapirowe, Kecamatan Palolo sebagaimana 

termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 

356/LHP/PM.01.02/ST-10.12/Xl/2024 tanggal 27 

November 2024, yang pada pokoknya terdapat Kejadian 

Khusus Pemilih atas nama D urusia menggunakan hak 

pilih dengan menggunkan MODEL 

C.PEMBERITAHUAN-KWK tanpa menunjukan KTP-el.

Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 

sebagai berikut [vide Bukti PK.28-720]: 

Daftar Pemilih Tetap 221 

Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 181 

Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+ DPTb + DPK 182 

23.2.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 

03 Desa Makmur, Kecamatan Palolo sebagaimana 
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termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 

350/LHP/PM.01.02/ST-10.12/Xl/2024 tanggal 27 

November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat 

dugaan pelanggaran terkait menghalang - halangi 

penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak 

pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi 

Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut 

[vide Bukti PK.28-721]: 

Daftar Pemilih Tetap 302 

Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 224 

Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+ DPTb + DPK 224 

23.2.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Bobo, 

Kecamatan Palolo sebagaimana termuat dalam Laporan 

Hasil Pengawasan Nomor: 

1) 367/LHP/PM.01.02/ST-10.12/Xl/2024 tanggal 27

November 2024, TPS 01

2) 368/LHP/PM.01.02/ST-10.12/Xl/2024 tanggal 27

November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-722]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran 

terkait menghalang - halangi penggunaan hak pilih. 

Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di 

TPS tersebut sebagai berikut: 

Jumlah Pengguna 
Jumlah Pengguna 

DPT Hak Pilih DPT + TPS Hak Pilih DPT 
DPTb + DPK 

01 484 381 381 

02 388 299 306 

23.2.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 

02 Desa Rejeki, Kecamatan Palolo sebagaimana 

termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 

338/LHP/PM.01.02/ST-10.12/Xl/2024 tanggal 27 

November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat 

dugaan pelanggaran terkait menghalang - halangi 

penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak 
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pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi 

Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut 

[vide Bukti PK.28-723]: 

Daftar Pemilih Tetap 444 

Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 324 

Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+ DPTb + DPK 325 

23.2.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 

01 Desa Ampera, Kecamatan Palolo sebagaimana 

termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 

346/LHP/PM.01.02/ST-10.12/Xl/2024 tanggal 27 

November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian 

khusus Pemilih atas nama Jefri Lakepadada dan Adelia 

Putri Tangibali pada awalnya tidak diperkenankan 

menggunakan hak pilih karena hanya membawa formulir 

MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK. Setelah Pemiih 

membawa KTP-el Pemilih diperkenankan menggunakan 

hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubemur Sulawesi Tengah Tahun 

2024 sebagai berikut [vide Bukti PK.28-724]: 

Daftar Pemilih Tetap 422 

Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 310 

Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+ DPTb + DPK 317 

23.2.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 

02 Desa Ampera, Kecamatan Palolo sebagaimana 

termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 

347/LHP/PM.01.02/ST-10.12/Xl/2024 tanggal 27 

November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat 

dugaan pelanggaran terkait menghalang - halangi 

penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak 

pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi 

Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut 

[vide Bukti PK.28-725): 

Daftar Pemilih Tetap 386 

Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 290 

Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+ DPTb + DPK 298 
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2) 371/LHP/PM.01.02/ST-10.12/Xl/2024 tanggal 27 

November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-730]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran 

terkait menghalang - halangi penggunaan hak pilih. 

Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubemur 

dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di 

TPS tersebut sebagai berikut: 

Jumlah Pengguna 
Jumlah Pengguna 

DPT Hak Pilih DPT + 
TPS Hak Pilih DPT 

DPTb + DPK 

02 283 212 218 

03 337 215 216 

23.2.19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Sintuwu, 

Kecamatan Palolo sebagaimana termuat dalam Laporan 

Hasil Pengawasan Nomor: 

1) 357/LHP/PM.01.02/ST-10.12/Xl/2024

November 2024, TPS 01

2) 359/LHP/PM.01.02/ST-10.12/Xl/2024

November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-731]

tanggal 27 

tanggal 27 

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran 

terkait menghalang - halangi penggunaan hak pilih. 

Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di 

TPS tersebut sebagai berikut: 

Jumlah Pengguna 
Jumlah Pengguna 

DPT Hak Pilih DPT + 
TPS Hak Pilih DPT 

DPTb + DPK 

01 306 222 223 

03 380 283 283 

23.2.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa 

Sejahtera, Kecamatan Palolo sebagaimana termuat 

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 

1) 328/LHP/PM.01.02/ST-10.12/Xl/2024 tanggal 27 

November 2024, TPS 01
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2) 330 /LHP/PM.01.02/ST-10 .12/Xl/2024

November 2024, TPS 03

tanggal 27 

[vide Bukti PK.28-732]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran 

terkait menghalang - halangi penggunaan hak pilih. 

Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubemur 

dan Wakil Gubemur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di 

TPS tersebut sebagai berikut: 

Jumlah Pengguna 
Jumlah Pengguna 

DPT Hak Pilih DPT + TPS Hak Pilih DPT 
DPTb + DPK 

01 409 258 258 

03  291 19 0 191 

23.3. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon a 

quo diatas pada kecamatan Marawola: 

23.3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 

01 Desa Seka Kecamatan Marawola sebagaimana 

termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 

01/LHP/PM.01.02/ST-10 .14/Xl/2024 tanggal 27 

November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat 

dugaan pelanggaran terkait menghalang - halangi 

penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak 

pilih Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Sulawesi 

Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut 

[vide Bukti PK.28-733]: 

Daftar Pemilih Tetap 536 

Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 387 

Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+ DPTb + DPK 388 

23.3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS

01 Desa Sibedi Kecamatan Marawola sebagaimana 

termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 

03/LHP/PM.01.02/ST-10 .14/Xl/2024 tanggal 27 

November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian 

khusus pemilih tidak dapat memberikan hak pilihnya 

karena hanya membawa Formulir MODEL.C 

PEMBERITAHUAN-KWK dan tidak membawa KTP-EL. 
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Pemilih tidak berkenan mengambil KTP dan merobek 

Formulir MODEL.C PEMBERITAHUAN-KWK ketika

diluar TPS. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 

2024 sebagai berikut [vide Bukti PK.28-734]: 

Daftar Pemilih Tetap 300 

Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 222 

Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+ DPTb + DPK 223 

23.4. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon a 

quo diatas pada kecamatan Dolo: 

23.4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 

Desa Potoya, Kecamatan Dolo sebagaimana termuat 

dalam La po ran Hasil Pengawasan Nomor 

505/LHP/PM.01.02/ST-10.01/Xl/2024 tanggal 27 

November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat 

dugaan pelanggaran terkait menghalang - halangi 

penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi 

Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut [vide 

Bukti PK.28-735]: 

Daftar Pemilih Tetap 451 

Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 354 

Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+ DPTb + DPK 356 

23.4.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa 

Kabobona, Kecamatan Dolo sebagaimana termuat dalam 

Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 

1) 486/LHP/PM.01.02/ST-10.01/Xl/2024 tanggal 27 

November 2024, T PS 01

2) 487/LHP/PM.01.02/ST-10.01/Xl/2024 tanggal 27 

November 2024, TPS 02

3) 488/LHP/PM.01.02/ST-10.01/Xl/2024 tanggal 27 

November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-736]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran 

terkait menghalang - halangi penggunaan hak pilih. 
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Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS 

tersebut sebagai berikut: 

Jumlah Pengguna 
Jumlah Pengguna 

DPT Hak Pilih DPT + TPS Hak Pilih DPT 
DPTb + DPK 

01 510 379 385 

02 479 366 369 

03 545 385 389 

24. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon terkait adanya

pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Termohon yang

menyebabkan terhalang dan hilangnya hak konstitusional warga

negara dalam memberikan suara dalam Pemilhan Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (pada angka 3 huruf C,

halaman 32 s.d 124 ), berikut laporan hasil pengawasan yang

terdapat di Kabupaten Poso:

24.1. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon

a quo diatas pada kecamatan Poso Pesisir Utara: 

24.1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Kilo, 

Kecamatan Poso Pesisir Utarasebagaimana termuat 

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 

1) 002/LHP/PM.00.02/ST-09.06/Xl/2024 tanggal 27

November 2024, TPS 01

2) 002/LHP/PM.00.02/ST-09.06/Xl/2024 tanggal 27

November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-737]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan 

pelanggaran terkait menghalang halangi 

penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak 

pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi 

Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: 

Jumlah Pengguna 
Jumlah Pengguna 

DPT Hak Pilih DPT + TPS Hak Pilih DPT 
DPTb + DPK 

01 581 345 348 

02 437 259 263 
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24 .1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 

03 Desa Kalora, Kecamatan Poso Pesisir Utara 

sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil 

Pengawasan Nomor 001/LHP/PM.00.02/ST-

09.06/Xl/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada 

pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait 

menghalang - halangi penggunaan hak pilih. Adapun 

jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS 

tersebut sebagai berikut [vide Bukti PK.28-738]: 

D aftar Pemilih Teta 399 
Jumlah Pen una Hak Pilih D alam DPT 242 
Jumlah Pen una Hak Pilih DPT + DPTb + DPK 246 

24.2. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon 

a quo diatas pada kecamatan Posa Pesisir: 

24.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 

01 Kelurahan Mapane, Kecamatan Posa Pesisir 

sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil 

Pengawasan Nomor 001/LHP/PM.01.02/ST-

09.17/Xl/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada 

pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait 

menghalang - halangi penggunaan hak pilih. Adapun 

jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS 

tersebut sebagai berikut [vide Bukti PK.28-739]: 

D aftar Pemilih Teta 552 
Jumlah Pen una Hak Pilih D alam DPT 357 
Jumlah Pen una Hak Pilih DPT +DPTb+DPK 368 

24.2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 

03 Desa Toini, Kecamatan Paso Pesisir sebagaimana 

termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 

001/LHP/PM.01.02/ST-11.17/Xl/2024 tanggal 27 

November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat 

dugaan pelanggaran terkait menghalang - halangi 

penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak 

pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi 
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Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut 

[vide Bukti PK.28-740]: 

Daftar Pemilih Teta 462 

Jumlah Pen una Hak Pilih Dalam DPT 281 
Jumlah Pen una Hak Pilih DPT +DPTb+DPK 288 
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Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah yang dibuat 

dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 16 

Januari 2025. 

Hormat kami, 

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah 

' ' 

· \,f{etua

ota 

/ ----

�

(Mu . ry, S.H., LL.M) 

Anggota 

(Fadlan, S.H., M.H) 

Anggota 

(Dewi Tisnawaty, S.H., M.H) 




